







A. Tinjauan Umum Tentang Sistem Pemerintahan Daerah
Pemerintahan daerah menurut Pasal 1 huruf d UU Nomor 22 Tahun 1999 
diartikan sebagai penyelenggara pemerintahan daerah otonom oleh pemerintah 
daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi. Menurut Undang-undang Nomor 
32  tahun 2004 dalam pasal 1 angka 2, pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan 
prinsip negara kesatuan republik indonesia(NKRI). 
Berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintah oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut 
asas otonomi dan tugas pembantuan dan unsur penyelenggaraan pemerintahan 
daerah adalah gubernur, bupati, walikota dan perangkat daerah. Definisi 
Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan 
daerah pasal 1 ayat 2, adalah sebagai berikut : “Pemerintahan Daerah adalah
penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintahan daerah dan DPRD 
menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia 
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 
Tahun 1945. 
Pemerintah sebagai penyelenggaran pelayanan publik diharuskan memiliki 
fungsi katalitis, mampu untuk memberdayakan masyarakat, melakukan upaya-
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upaya untuk mendorong semangat kompetisi, selalu berorientasi kepada misi, 
lebih mengutamakan dan mengutamakan hasil daripada cara atau proses, 
kepentingan masyarakat sebagai acuan utama, berjiwa wirausaha, dan selalu 
bersikap antisipatif atau berupaya mencegah timbulnya masalah, bersifat 
Desentralistis dan berorientasi pada pasar.1 
  Daerah otonom menurut Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah didefinisikan sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai batas-batas wilayah, yang berwenang mengatur dan mengurus 
prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Nampak bahwa daerah memiliki unsur penting seperti 
masyarakat hukum, wilayah batas-batas tertentu serta mampu dan mandiri dalam 
hal mengatur dan mengurus pemerintahan serta memiliki prakarsa sendiri.  
  Penyelenggaraan Otonomi Daerah secara tegas dinyatakan dalam Pasal 18 
ayat (2), (5), dan (6) UUD RI Tahun 1945 sebagai berikut: 
     (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan 
mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan.  
     (5) Pemerintahan daerah menjalankan  otonomi seluas-luasnya kecuali urusan 
pemerintahan yang oleh undang-undang ditentukan sebagai urusan pemerintah. 
     (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-
peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.  
 
                                                          





  Mencermati ketentuan tersebut prinsip dalam Pasal 18 ayat (2), lebih 
sesuai dengan gagasan daerah membentuk pemerintahan daerah sebagai satuan 
pemerintahan mandiri di daerah yang demokratis, karena pasal ini menegaskan 
bahwa pemerintahan daerah diselenggarakan menurut asas otonomi dan tugas 
pembantuan. Gubernur, Bupati, Walikota semata-mata hanya sebagai 
penyelenggara otonomi di daerah, walaupun ini tidak berarti pembentukan satuan 
pemerintahan dekonsentrasi di daerah menjadi terlarang. Sepanjang diperlukan 
dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, satuan pemerintahan pusat dapat 
membentuk satuan pemerintahannya di daerah, dalama rangka penyelenggaraan 
pemerintahan. Sementara dalam pasal 18 ayat (5) UUD RI Tahun 1945, prinsip 
otonomi seluas-luasnya ditegaskan dalam pasal ini. Pemerintahan Daerah 
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, campur tangan 
pemerintah pusat hanyalah yang benar-benar bertalian dengan upaya menjaga 
keseimbangan antara prinsip kesatuan (unity) dan perbedaan (diversity). Dalam 
rangka melaksanakan otonomi daerah tersebut pemerintahan daerah dapat 
membuat peraturan daerah maupun peraturan lainnya  yang berlaku di wilayah 
tersebut. 
  Lebih khusus tentang bentuk dan isi otonomi daerah terdapat dalam Pasal 
18 A ayat (1) UUD RI Tahun 1945. Prinsip ini mengandung pengertian bahwa 
bentuk dan isi otonomi daerah tidak harus seragam (uniformitas). Bentuk dan isi 
otonomi daerah ditentukan oleh berbagai keadaan khusus dan keragaman setiap 
daerah. Otonomi untuk daerah-daerah pertanian dapat berbeda dengan daerah-
daerah industri, atau antara daerah pantai dan pedalaman, dan sebagainya. 
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  Pasal 18 B, ayat (2) UUD RI Tahun 1945 menegaskan adanya prinsip 
mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 
tradisionalnya. Yang dimaksud dengan masyarakat hukum adat adalah masyarakat 
hukum (rechtsgemeenschap) yang berdasarkan hukum adat atau adat istiadat 
seperti desa, marga, nagari, gampong, dan lain-lain. Masyarakat hukum adalah 
kesatuan masyarakat yang memiliki kekayaan sendiri, memiliki warga yang dapat 
dibedakan dengan warga masyarakat hukum lain dan dapat bertindak ke dalam 
atau ke luar sebagai satu kesatuan hukum (subjek hukum) yang mandiri dan 
memerintah diri mereka sendiri. Lebih tegasnya dalam pasal ini, mengandung 
pengakuan dan penghormatan terhadap kesatuan masyarakat hukum adat sesuai 
dengan perannya sebagai subsistem Negara Kesatuan Republik Indonesia yang 
maju dan modern. Selain itu, hak-hak tradisional yang meliputi hak ulayat, hak-
hak memperoleh manfaat atau kenikmatan dari tanah air, diakui dan dijunjung 
tinggi. 
 Otonomi Daerah dirumuskan dalam Pasal 1 angka 6 UU  No.  23 Tahun  
2014  tentang  Pemerintahan  Daerah:  “Otonomi Daerah adalah  hak,  wewenang,  
dan  kewajiban daerah  otonom  untuk  mengatur  dan  mengurus  sendiri  urusan 
pemerintahan  dan  kepentingan  masyarakat  setempat dalam  sistem Negara  
Kesatuan  Republik  Indonesia”. Mengacu pada definisi normatif di atas, maka  
unsur  otonomi  daerah adalah : (1) Hak; (2) Wewenang dan (3) Kewajiban 
Daerah Otonom. Ketiga hal tersebut dimaksudkan untuk mengatur dan mengurus 
sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan.  
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  Tujuan pemberian otonomi luas pada daerah adalah untuk mempercepat 
terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pember-
dayaan dan peran serta masyarakat dalam menyelenggarakan Pemerintahan 
Daerah yang dilaksanakan oleh Kepala Daerah dibantu oleh perangkat Daerah 
Kabupaten/Kota terdiri atas Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Dinas Daerah, 
lembaga teknis Daerah, Kecamatan dan  Kelurahan.   
  Terbitnya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa diikuti Peraturan 
Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 
tentang Desa dan akhirnya dirubah dengan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 
2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, memberi peluang 
lebih luas lagi bagi tumbuhnya otonomi desa. Hal ini sebenarnya merupakan 
konsekuensi dari konsep atau gagasan hukum Negara Kesatuan Republik 
Indonesia (NKRI) bukan hanya desentralisasi kewenangan kepada daerah otonom 
yang melahirkan otonomi daerah, melainkan lebih dari itu adalah adanya 
pengakuan dan perlindungan terhadap otonomi desa sebagai otonomi asli bangsa 
Indonesia. 
  Desentralisasi daerah akan mengalami proses pemberdayaan yang optimal. 
Kemampuan prakarsa dan kreativitas pemerintah daerah akan terpacu, sehingga 
kemampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang terjadi di daerah akan 
semakin kuat. Menurut Mardiasmo (Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah) 
adalah: Untuk meningkatkan pelayanan publik (public service) dam memajukan 
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perekonomian daerah. Pada dasarnya terdapat tiga misi utama pelaksanaan 
otonomi daerah & desentralisasi fiskal, yaitu:2 
1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik dan kesejahteraan 
masyarakat. 
2. Menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah. 
3. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat (publik) untuk 
berpartisipasi dalam proses pembangunan. 
  Tujuan otonomi daerah menurut penjelasan Undang-undang No 32 tahun 
2004 pada dasarnya adalah sama yaitu otonomi daerah diarahkan untuk memacu 
pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya, meningkatkan kesejahteraan rakyat, 
menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat secara nyata, dinamis, 
dan bertanggung jawab. Sehingga memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, 
mengurangi beban pemerintah pusat dan campur tangan di daerah yang akan 
memberikan peluang untuk koordinasi tingkat lokal. 
B. Tinjauan Umum Tentang Desa dan Kelurahan 
1. Pengertian Desa 
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem pemerintahan 
nasional dan berada di daerah kabupaten. Desa juga merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sekitar, berdasarkan adat istiadat 
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dan asal-usul setempat yang dihormati dan diakui dalam sistem pemerintahan 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul “Otonomi 
Desa” menyatakan bahwa: Desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang 
mempunyai susunan asli berdasarkasan hak asal-usul yang bersifat istimewa. 
Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, 
partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.3 
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , Desa adalah suatu kesatuan 
wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem 
pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau desa merupakan 
kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan.4 
Menurut Undang-Undang Nomer 5 Tahun 1979 Tentang pemerintah 
daerah Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai 
kesatuan masyarakat hukum, yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah, 
langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri 
dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. 
Menurut Undang-Undang Nomer 22 Tahun 1999 Desa adalah kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat 
yang diakui dalam sistem pemerintahan Nasional dan berada di daerah 
Kabupaten. 
                                                          
3
 Prof. Drs. Widjaja, HAW, 2002, Otonomi Daerah dan Daerah Otonom, Jakarta, PT 
Raja Grafindo Persada, Hal: 3 
 
4
 Kamus Besar Bahasa Indonesia,  Medan, Bitra Indonesia, 2013. Hal: .2 
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Kewenangan Desa menurut Undang Undang Nomer 32 Tahun 2004 
Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 7 di antaranya adalah urusan 
pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul Desa, urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang diserahkan 
pengaturannya kepada Desa dan tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah 
Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten serta urusan Pemerintahan lainnya yang oleh 
peraturan perundangan – undangan yang diserahkan kepada Desa. 
Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang 
mengatur Tentang Desa. Mengartikan bahwa Desa merupakan kesatuan 
masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur 
dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat 
berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang 
diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. 
 Perbedaan definisi di atas terlihat kontras pada Undang-Undang Nomer 5 
Tahun 1979, di mana Desa dianggap sebagai suatu wilayah yang ditempati oleh 
sejumlah penduduk. Desa hanya diposisikan hanya sebagai sebuah tempat 
masyarakat tinggal dan hidup. Kata “wilayah yang ditempati oleh sejumlah 
penduduk” kemudian dihilangkan dalam tiga Undang-Undang selanjutnya. 
Bahkan dalam Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang Nomer 6 Tahun 
2014 terdapat penambahan menjadi "Desa Adat". Penggunaan kata "Desa Adat" 
ini sebagai bentuk akomodasi oleh pemerintah terhadap beberapa Desa di daerah 
yang memiliki keunikan dan berbeda dari Desa pada umumnya (Desa Adat). 
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Selain itu, perbedaan definisi pada setiap Undang-Undang juga terlihat pada 
wewenang untuk mengatur pemerintahannya. Pada Undang-Undang Nomer 5 
Tahun 1979, Desa tidak diberikan hak penuh dalam mengelola Pemerintahannya, 
namun berada di bawah Camat.  
  Pada dua Undang-Undang berikutnya Desa diberikan kewenangan lebih 
luas (otonomi) untuk mengurus daerahnya berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat 
setempat. Kata "asal-usul" tersebut dianggap menutup pintu partisipasi 
masyarakat, sehingga kata tersebut diubah menjadi "prakarsa" dalam Undang-
Undang terbaru. Dengan menggunakan kata prakarsa diharapkan dapat mampu 
membuka partisipasi seluas-luasnya terhadap masyarakat.5 
  Pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan desa. 31 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tahun 
2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. Pemerintah daerah 
mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan daerahnya. Salah satu 
bentuk kepedulian pemerintah terhadap pengembangan wilayah pedesaaan adalah 
adanya anggaran pembangunan secara khusus yang dicantumkan dalam Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, 
yakni dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).28 Inilah yang kemudian 
melahirkan suatu proses baru tentang desentralisasi desa diawali dengan 
digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD).6 




 Arif, Muhammad, 2007, Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan 
Desa, Pekanbaru, ReD Post Press, Hal: 32. 
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  Pemerintah daerah mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam 
pengelolaan daerahnya. Salah satu bentuk kepedulian pemerintah terhadap 
pengembangan wilayah pedesaaan adalah adanya anggaran pembangunan secara 
khusus yang dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) untuk pembangunan wilayah pedesaan, yakni dalam bentuk Alokasi 
Dana Desa (ADD).28 Inilah yang kemudian melahirkan suatu proses baru tentang 
desentralisasi desa diawali dengan digulirkannya Alokasi Dana Desa (ADD). 
  Desa memiliki pemerintahan sendiri. Pemerintahan Desa terdiri atas 
Pemerintah Desa (yang meliputi Kepala Desa dan Perangkat Desa) dan Badan 
Permusyawaratan Desa (BPD). Sebagaimana telah di jelaskan dalam peraturan 
pemerintah thn 2005 ayat 6 yang berbunyi bahwa pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaran Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat 
setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI.7 
Dan selanjutnya dinyatakan dalam ayat 7 yang berbunyi: Badan 
Permusyawaratan Desa atau nama lain disingkat BPD adalah lembaga yang 
merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah Desa 
sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah. Pemerintah Desa atau yang disebut 
nama lain adalah kepala Desa dan perangkat Desa sebagai unsur penyelenggaran 
pemerintahan Desa. 
Kepala Desa merupakan pimpinan penyelenggaraan pemerintahan Desa 
berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 Tahun, dan dapat diperpanjang lagi 
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untuk satu kali masa jabatan. Kepala Desa juga memiliki wewenang menetapkan 
Peraturan Desa yang telah mendapat persetujuan bersama BPD.8 
  Kepala Desa sebagai kepala pemerintahan desa adalah pemegang 
kekuasaan pengelola keuangan desa dan mewakili pemerintahan desa dalam 
kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan.9 Oleh karena itu, Kepala Desa 
mempunyai kewenangan:  
a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD Desa.  
b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang Desa.  
c. Menetapkan bendahara Desa. 
d. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan Desa dan.  
e. Menetapkan petugas yang melakukan pengelolaan barang milik Desa 
2. Pengertian Kelurahan 
Kelurahan adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk 
yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat 
tetapi tidak memiliki hak untuk menyelenggarakan rumah tangganya sendiri.10 
Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah Kabupaten 
atau Kota. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berstatus sebagai 
Pegawai Negeri Sipil. Kelurahan merupakan unit pemerintahan terkecil, kelurahan 
memiliki hak mengatur wilayahnya lebih terbatas. Dalam perkembangannya 
sebuah Desa dapat diubah statusnya menjadi Kelurahan.11 
                                                          
8
 Prof. Drs. Widjaja, HAW,Op.cit, Hal: 23 
9
 Hanif, Nurcholis, 2011. Pertumbuhan Dan Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Jakarta, Penerbit 
Erlangga, Hal :82 
10
 Kansil, C.S.T, 1988, Desa Kita : Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa, Jakarta, Ghalia 
Indonesia, Hal: 20 
11
 Widjaja HAW, op. Cit., Hal. 7 
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Sesuai dengan Nomer 73 Tahun 2005, Kelurahan adalah wilayah kerja 
Lurah sebagai perangkat daerah kabupaten/kota dalam wilayah Kecamatan. 
Kelurahan dibentuk di wilayah Kecamatan. Pembentukan Kelurahan harus 
sekurang-kurangnya memenuhi syarat : 
1) Jumlah Penduduk 
2) Luas Wilayah 
3) Bagian Wilayah Kerja 
4) Sarana dan Prasarana Pemerintahan. 
Kelurahan yang kondisi masyarakat dan wilayahnya tidak lagi memenuhi 
persyaratan dapat dihapus atau digabung. Pemekaran dari satu Kelurahan menjadi 
dua Kelurahan atau lebih dapat dilakukan setelah mencapai paling sedikit 5 (lima) 
Tahun penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan. Ketentuan lebih lanjut 
mengenai pembentukkan, penghapusan dan penggabungan Kelurahan diatur 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada Peraturan 
Menteri. Kelurahan dipimpin oleh Lurah yang berada dibawah dan bertanggung 
jawab kepada Bupati/ Walikota melalui Camat.12 
Lurah diangkat oleh Walikota atas usul Camat dari Pegawai Negeri Sipil. 
Lurah mempunyai tugas menyelenggarakan urusan Pemerintahan, pembangunan 
dan kemasyarakatan. Selain tugas itu, Lurah melaksanakan urusan pemerintahan 
yang dilimpahkan oleh Walikota. Urusan Pemerintahan disesuaikan dengan 
kebutuhan Kelurahan dengan memperhatikan prinsip efisiensi dan peningkatan 
akuntabilitas. Pelimpahan urusan pemerintahan, disertai dengan sarana, prasarana, 
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 Ibid, Hal. 9 
25 
 
pembiayaan dan personil. Pelimpahan urusan pemerintahan ditetapkan dalam 
peraturan Walikota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri. 
Dalam melaksanakan tugas, Lurah mempunyai fungsi : 
1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan, 
2) Pemberdayaan masyarakat, 
3) Pelayanan masyarakat, 
4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan 
prasarana dan 
5) Fasilitas pelayanan umum, dan pembinaan lembaga kemasyarakatan. 
Dalam menyelenggarakan pemerintahan Kelurahan, Lurah dibantu 
perangkat Kelurahan. Perangkat Kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan 
Seksi Seksi serta jabatan fungsional. Dalam melaksanakan tugasnya, perangkat 
Kelurahan bertanggung jawab kepada Lurah. Perangkat Kelurahan, diisi dari 
Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota atas 
usul Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai struktur organisasi dan tata kerja 
Kelurahan diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Keuangan Kelurahan bersumber dari : 
1) APBD Kabupaten/Kota yang dialokasikan sebagaimana perangkat daerah 
lainnya, 
2) Bantuan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, 





C. Tinjauan Umum Perubahan Status Desa Menjadi Kelurahan 
  Desa dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan 
berdasarkan prakarsa pemerintah desa bersama BPD dengan memperhatikan 
aspirasi masyarakat setempat. Aspirasi masyarakat disetujui 2/3 (dua pertiga) 
penduduk desa yang mempunyai hak pilih. Dengan beralihnya status desa menjadi 
kelurahan, kewenangan desa sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang 
berhak mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 
asal - usul dan adat - istiadat setempat berubah menjadi kewenangan wilayah kerja 
lurah sebagai perangkat daerah kabupaten dibawah kecamatan. 
  Desa yang berubah status menjadi kelurahan, lurah dan perangakatnya disi 
dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang S1 memenuhi persyaratan sesuai dengan 
Peraturan Perundangan yang berlaku. Kepala Desa dan Perangkat Desa serta 
Anggota BPD dari desa yang berubah statusnya, diberhentikan dengan hormat 
dari jabatannya dan diberikan penghargaan sesuai nilai - nilai sosial budaya 
masyarakat setempat. Tata cara pemberhentian Kepala Desa dan Anggota BPD 
akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.  
Adapun syarat – syarat untuk melakukan perubahan status desa menjadi 
kelurahan, yaitu :  
1. luas wilayah tidak berubah 
2. jumlah penduduk paling sedikit 2.000 jiwa atau 400 Kepala Keluarga 




4. potensi ekonomi berupa jenis, jumlah usaha jasa dan produksi serta 
keanekaragaman mata pencarian 
5. kondisi sosial budaya masyarakat berupa keanekaragaman status 
penduduk dan perubahan nilai agraris ke jasa dan industri 
  Berdasarkan undang-undang desa, desa dapat berubah status menjadi 
kelurahan berdasarkan prakarsa Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan 
Desa melalui Musyawarah Desa dengan memperhatikan saran dan pendapat 
masyarakat Desa (Pasal 11 ayat (1) UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). 
Konsekuensi dari perubahan ini maka seluruh barang milik desa dan sumber 
pendapatan desa yang berubah menjadi kelurahan menjadi kekayaan/aset 
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat di kelurahan tersebut.  
  Begitu pula dengan pendanaan kelurahan menjadi tanggung jawab 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota termasuk untuk 
memberikan dana purnatugas bagi Kepala Desa dan perangkat Desa yang 
diberhentikan sebagai akibat perubahan status desa menjadi kelurahan (Pasal 11 
ayat (2) dan penjelasannya UU  No. 6 Tahun 2014 tentang Desa). 
D. Tinjauan Umum Pelayanan Publik 
1. Teori Kualitas Pelayanan  
  Dalam Peraturan Pemerintah Kota Batu Nomer 9 Tahun 2012 Tentang 
Pelayanan Publik bahwa Pelayanan Publik adalah segala kegiatan atau rangkaian 
kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil 
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setiap warga masyarakat dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan 
administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 
  Istilah pelayanan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan 
pelayanan sebagai usaha melayani kebutuhan orang lain. Sedangkan melayani 
adalah membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan seseorang. 
Pengertian pelayanan menurut Kotler adalah setiap kegiatan yang menguntungkan 
dalam suatu kumpulan atau kesatuan yang menawarkan keputusan meskipun 
hasilnya tidak terkait pada suatu produk atau fisik. Sedangkan menurut Lukman  
bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan atau urutan kegiatan yang terjadi dalam 
interaksi langsung antara seseorang dengan orang lain.13 
  Pendapat lain mengenai pelayanan menurut Gronross pelayanan adalah 
suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak 
dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen 
dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oeh perusahaan pemberi 
pelayanan yang dimaksud untuk memecahkan permasalahan konsumen. 
  Pelayanan berkaitan erat dengan masyarakat. Sehingga pelayanan lebih 
dikenal dengan istilah pelayanan publik. Publik berasal dari Bahasa Inggris yang 
berarti masyarakat umum atau negara, kata publik dalam Bahasa Indonesia 
diartikan sebagai umum orang banyak dan ramai. Pelayanan publik menurut 
Sinambel adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 
penyelenggara negara. 
                                                          
13
 Hesti Puspito sari, 2011, Filosofi Pelayanan Publik, Malang, Setara Press, Hal: 55 
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  Secara teoritis, tujuan pelayanan publik pada dasarnya adalah memuaskan 
masyarakat untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan prima yang 
tercermin dari asas-asas pelayanan publik berdasarkan Surat Keputusan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara (Kepmen PAN) No. 63 Tahun 2003 sebagai 
berikut : 
a. Kesederhanaan, dalam arti bahwa prosedur atau tata cara pelayanan 
diselenggarakan dengan prosedur mudah, pelayanan lancar, pelayanan cepat 
dan pelayanan tidak berbelit-belit. 
b. Kejelasan dan kepastian, dalam arti adanya kejelasan dan kepastian 
mengenai prosedur/tata cara, persyaratan pelayanan, pengetahuan petugas dan 
tanggung jawab petugas. 
c. Keamanan, dalam arti bahwa proses serta hasil pelayanan umum dapat 
memberikan pelayanan dalam hal : keamanan pelayanan, kenyamanan, 
kemampuan petugas dan kepastian hukum. 
d. Keterbukaan, dalam arti prosedur/tata cara persyaratan, satuan 
kerja/pejabat penanggung jawab pemberi pelayanan umum dalam hal : waktu 
penyelesaian, kepastian biaya, akurasi sistem dan fasilitas dan peralatan.  
e. Efisien dan ekonomis dalam arti persyaratan ringan, kedisiplinan petugas, 
kewajaran biaya pelayanan dan sesuai kemampuan ekonomis masyarakat. 
f. Keadialan yang merata dalam arti cakupan/jangkauan pelayanan umum 
dusahakan : keadilan mendapatkan pelayanan, perhatian terhadap 
kepentingan masyarakat, kesediaan dan ketanggapan petugas membantu dan 
pendistribusian yang merata. 
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g. Ketepatan waktu dalam arti implementasi pelayanan umm dapat 
diselesaikan dalam hal informasi waktu, keepatan pelayanan, realisasi waktu 
dan kepastian jadwal pelayanan. 
  Berangkat dari konsep tersebut dan penjelasan pelayanan publik tentang 
bagaimana pelayanan itu diberikan sesuai dengan haknya, maka dalam tatanan 
implementatif akan memunculkan tanggapan-tangapan masyarakat terhadap 
stimulus terhadap kebijakan-kebijakan dalam elayanan oleh pemerintah. 
Pelayanan pada dasarnya adalah cara melayani, membantu, menyikapi, mengurus, 
menyelesaikan keperluan kebutuhan seseorang atau sekelompok orang. Dan 
kegiatan pelayanan pada dasarnya menyangkut pemenuhan suatu hak. Seperti 
yang dilaksanakan pada instansi pemerintah di pusat, daerah dan lingkungan 
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk 
barang dan jasa baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat 
maupundalam rangka implementasi ketentuan perundang-undangan. Jadi 
pelayanan yang diberikan oleh pemerintah haruslah mendahulukan kepentingan 
masyarakat dengan waktu yang singkat, mudah serta dapat memberikan rasa puas 
bagi masyarakat yang menikmati layanan itu. 
2. Bentuk Pelayanan Publik 
  Adapun layanan yang umum dilakukan oleh organisasi pemerintah 
maupun swasta pada dasarnya berbeda-beda. Moenir, menyatakan bahwa bentuk 
pelayanan umum dibagi menjadi tiga jenis yaitu :14 
a. Layanan dengan lisan 
                                                          
14
 Marbun, S.E, 2001, Menggali dan Menemukan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik di 
Indinesia, dalam S.E Marbun dkk, Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara, 
Yogyakarta, UII Press, Hal: 201-207 
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Layanan dengan lisan dilakukan oleh egawai pada bidang hubungan 
masyarakat, bidang informasi dan bidang-bidang lain yang tugasnya 
memberikan penjelasan kepada siapapun yang memerlukan. Agar layanan 
lisan berhasil sesuai dengan yang diharapkan, ada syarat-syarat yang harus 
dipenuhi oleh pelaku layanan : 
1. Memahami masalah-masalah yang termasuk dalam bidang tugasnya. 
2. Mampu memberikan penjelasan apa yang perlu dengan lancar, singkat dan 
jelas. 
3. Bertingkah laku sopan dan ramah tamah. 
b. Layanan melalui tulisan 
  Layanan melalui tulisan merupakan bentuk layanan yang paling menonjol 
dalam implementasi tugas, tidak hanya dari segi jumlah tetapi juga dari 
segiperanannya. Pada dasarnya layanan melalui tulisan cukup efisien terutama 
bagi layanan jarak jauh karena faktor biaya. Layanan tulisan terbagi atas dua 
bagian yaitu : 
1. Layanan berupa petunjuk, informasi dan yang sejenisnya ditujukan pada 
orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan 
dengan instansi. 
2. Layanan berupa berkas tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, 
pemberian dan pemeberitahuan. 
c. Layanan bentuk perbuatan 
  Layanan perbuatan sering terkombinasi dengan layanan, hal ini 
disebabkan karena hubungan lisan aling banak dilakukan dalam hubungan 
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pelayanan secara umum, namun fokusnya pada perbuatan itu sendiri yang 
ditunggu oleh orang berkepentingan. Jadi tujuan utama orang yang 
berkepentingan adalah mendapatkan pelayanan dalam bentuk perbuatan atau hasil 
perbuatan, bukan sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.15 
3. Asas-Asas Pelayanan Publik 
  Pelayanan umum dilaksanakan dalam suatu rangkaian kegiatan terpadu 
yang bersifat sederhana, terbuka, lancar, tepat, lengkap, wajar dan terjangkau. 
Karena itu harus mengandung unsur-unsur dasar sebagai berikut : 
a) Hak dan kewajiban bagi pemeberi maupun penerima pelayanan umum 
harus jelas dan diketahui secara pasti oleh masing-masing pihak. 
b) Pengaturan setiap bentuk pelayanan harus disesuaikan dengan kondisi  
kebutuhan dan kemampuan masyarakat untuk membayar berdasarkan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap 
berpegangan pada efisiensi dan efektivitas. 
c) Mutu proses dan hasil pelayanan umum harus diupayakan agar dapat 
memberikan keamanan, kenyamanan, kelancaran dan kepastian hukum yang 
dapat dipertanggung jawabkan . 
  Apabila pelayanan umum yang diselenggarakan oleh instansi pemerintah 
terpaksa harus mahal, maka instansi pemerintah yang bersangkutan berkewajiban 
memberikan peluang kepada masyarakat untuk ikut menyelenggarakan sesuai 
dengan perundang-undangan yang berlaku. Alasan mendasar mengapa pelayanan 
umum harus diberikan adanya publik interest atau kepentingan umum yang harus 





dipenuhi oleh pemerintah karena memiliki tanggung jawab atau responsibility. 
Dalam memberikan pelayanan ini pemerintah diharapkan secara profesional 
melaksanakanya, dan harus mengambil keputusan. 
  Menurut Moenir pelayanan yang efektif mencakup beberapa aspek, antara 
lain a) kesederhaan, b) keterbukaan, c) kejelasan dan kepastian dan d) ketepatan 
waktu. Dalam konsep pelayanan prima, aspek kesederhanaan bermakna bahwa 
pelayanan tidak membutuhkan fasilitas yang mewah atau canggih yang 
dibutuhkan adalah kesederhanaa, keterbukaan, kejelasan, kepastian dan tepat 
waktu. 
  Pelayanan yang diberikan oleh sebuat instansi pemerintah berada pada 
pusat pengendalian yaitu pedoman kerja dengan kebijakan kerja yang tersusun 
untuk dilakukan secara sistematis. Menurut Susilo pelayanan yang berkualitas 
adalah pelaksanaan pekerjaan pelayanan yang efektif dan efisien. 
  Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk 
memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang 
merupakan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
1945, membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan 
penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring 
dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk Tentang 
peningkatan pelayanan publik.  
  Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala 
bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang 
pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi 
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Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara 
atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan 
masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-
undangan.16 
 Undang-Undang Pelayanan Publik (secara resmi bernama Undang-Undang 
Nomer 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik) adalah Undang-Undang yang 
mengatur Tentang prinsip-prinsip pemerintahan yang baik yang merupakan 
efektifitas fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri. perlayanan publik yang 
dilakukan oleh pemerintahan atau koporasi yang efektif dapat memperkuat 
demokrasi dan hak asasi manusia, mempromosikan kemakmuran ekonomi, kohesi 
sosial, mengurangi kemiskinan, meningkatkan perlindungan lingkungan, bijak 
dalam pemanfaatan sumber daya alam, memperdalam kepercayaan pada 
pemerintahan dan administrasi publik. 
  Kelurahan sebagai sentra pelayanan publik terdepan diharapkan 
memberikan pelayanan prima kepada warga yang mengurus segala keperluan 
yang terkait dengan administrasi kependudukan. Semua urusan mulai dari 
pengurusan KTP, PBB, IMB, sampai kepada urusan pernikahan atau perceraian 
bemuara di kantor ini. Hajad hidup orang banyak memang memerlukan 
pengakuan administrasi pemerintahan agar hidup dan kehidupan dalam 
masyarakat menjadi lebih tenang karena segala urusan mempunyai kekuatan 
hukum.17 
                                                          
16
 Sinambela,Lijan Poltak, 2007, Reformasi Pelayanan Publik Jakarta, PT. Bumi Aksara, Hal :5 
17
 Sinambela, op. Cit., Hal. 34 
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  Kelurahan merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki tugas 
pokok melaksanakan sebagian urusan Pemerintah Kota. Dalam melaksanakan 
tugas pokok, Kelurahan pada Pemerintah Kota mempunyai fungsi yaitu melayani 
masyarakat, meningkatkan mutu pelayanan masyarakat, memajukan dalam 
pemberdayaan masyarakat sebagai aparatur pemerintah yang mengatur 
wilayahnya tertib dan aman, dan melaksanakan pembangunan yang lebih maju.   
  
 
